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iABSTRAK
ANNISA NAHRIYATI, NPM 1505170440, Analisis Penerapan Perencanaan
Pajak Penghasilan Badan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), 2019.
Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan
dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak
merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Upaya-upaya yang dapat
dilakukan yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal sebagai pengurang dan
pemilihan metode akuntansi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan
di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan menggunakan data sekunder yaitu
laporan keuangan dari tahun 2013-2017.
Dari hasil analisis dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan
undang-undang perpajakan maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat
meminimalkan pajak penghasilan yang terutangnya. Hal tersebut menguntungkan
perusahaan karena dapat dialokasikan pada keperluan lain.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang.
Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban
kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam
pembiayaan dan pembangunan negara.
Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah, memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang tertuang di Undang-Undang
Dasar 1945 alenia ke-4. Waluyo (2016, hal. 6) menyatakan fungsi pajak yaitu
fungsi budgeter (fungsi finansial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur).  Fungsi
budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke
dalam kas Negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
Negara, atau dengan kata lain fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan Negara
dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin
maupun pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi regulered adalah fungsi pajak
yang mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi,
maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Defini Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
2digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmurat rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah, sedangkan antara pemerintah dan
wajib pajak mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal tujuan pemungutan
pajak.  Disisi wajib pajak, badan ataupun orang pribadi berusaha untuk membayar
pajak sekecil mungkin, karena bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang
dapat mengurangilaba bersih.  Jika penghasilan yang diperoleh perusahaan besar
maka pajak penghasilan yang akan di bayarkan juga besar, sehingga perlu
dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya.
Sedangkan pemerintah memerlukan dana dari pajak untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.
Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban
pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara
perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melaksanakan
berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan
kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan
untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha
untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang
menguntungkan perusahaan dengan cara yang legal. Perencanaan pajak
merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak
merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi
jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan semininal mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah
pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. pada tahap
3perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap
peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan
penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak
adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.
Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dan
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam
posisi hemat dan masih berada dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam
penghematan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang yaitu dengan
memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal,
meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan serta
pemilihan metode akuntansi.
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Perusahaan bergerak dalam
bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas,
usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM,
konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan
pengusahaan kawasan pabean. Perusahaan melakukan kegiatan usaha lain
meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan
peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan
industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor,
komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan,
perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.
Peneliti memilih objek PT. Pelabuhan Indonesia I  (Persero) dikarenakan
terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkikan untuk
4dilakukan perencanaan pajak pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasikan
beban pajak. Hal ini sesuai dengan Data Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan
Perusahaan Pada Tahun 2013-2017.
Tabel I-1 Pajak Penghasilan Perusahaan 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Laba Bersih 624.270.319.662 678.977.462.584 846.267.613.756 995.846.364.750 1.067.401.267.116
Beban Pajak 135.024.619.681 144.079.229.659 145.899.586.763 262.543.877.640 262.256.455.010
Sumber: PT Pelabuhan Indonesia I (Data Diolah)
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan
Badan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)”.
B. Identifikasi Masalah
Dari Uraian Diatas, Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah dengan adanya perbedaan dalam praktik perusahaan yang membayar pajak
seminimal mungkin dengan fungsi pajak sebagai Budgeter.
C. Rumusan Masalah
1. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah
Biaya apa saja yang dapat dimaksimalkan sebagai pengurang dari
penghasilan kena pajak?
2. Berapa pajak penghasilan yang dapat dihemat jika beban dimaksimalkan?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan pajak yang dilakukan
perusahaan serta mengidentifikasi cara penghematan pajak legal melalui
5perencanaan pajak oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat
memanfaatkannya sebagai upaya penghematan pajak.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelian ini adalah:
2.1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi
perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak sehingga bisa
menghemat pengeluaran perusahaan.
2.2. Bagi Penulis
Menjadi bahan kajian perbandingan antara pembayaran pajak
perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.
2.3. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran





1. Pajak Penghasilan (PPh)
Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat
(1), pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk
menentukan kapan penghasilan diterima/diperoleh, undang undang
perpajakanmenunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh
WP, berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui
penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui
penghasilan pada saat diterima. Kedua metode tersebut, dalam hal tertentu
menimbulkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan.
Menurut Rimsky K. Judisseno (1997, Hal:76) adalah sebagai berikut:
pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di
perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat
dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus
dilaksanakannya.
Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak
penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
71.1.Objek PPh
Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau yang diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip
pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak
dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh WP darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi
atau  menambah kekayaan WP tersebut.
Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas
maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu
tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan
demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita
kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian,
apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat
final atau dikecualikan dari objek pajak. maka penghasilan tersebut tidak
boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.
Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium,
8komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lain kecuali ditentukan dalam undang-undang pajak penghasilan.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c. Laba usaha yaitu pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit
atau biaya akuntansi perusahaan
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
atau anggota.
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabung, peleburan, pemekaran,
pemecahan atau pengambilan usaha.
4) Keuntungan karena pengalihan harta beruba hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
9e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.
h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karna pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. Premi asuransi.
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
q. Penghasilan berbasis syariah.
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
s. Surplus Bank Indonesia.
Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah
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a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia.
b. Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
c. Warisan.
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham penyertaan modal.
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
diterima atau diperoleh dalan bentuk natura dan/atau kenikmatan
dari WP atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP,
WP yang dikenakan pajak secara final dan Wajib Pajak yang
menggunakan norma penghitungan khusus.
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengana asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
g. Deviden dari bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
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pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat:
1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan , dan
2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan
usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari modal yang disetor.
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja, maupun pegawai.
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:
1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
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l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
keuangan.
1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari WP
pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan
formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun
luar negeri.
2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik,
komisaris, direksi atau pengurus dari WP pemberi beasiswa.
3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang
dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang
berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk
pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan
daerah lokasi tempat belajar.
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam angka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri keuangan.
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya
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diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
1.2. Subjek PPh
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak
penghasilan adalah sebagai berikut:
a. Subjek pajak pribadi Adalah mereka yang tinggal (berdomisili) atau
berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia tanpa melihat batas
umur, jenjang sosial ekonomi, kebangsaan dan kewarganegaraan.
b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang
berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka
yang berhak yaitu ahli waris.
c. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
d. Bentuk Usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh
orang pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggak di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua
belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di
Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
Subjek pajak juga dapat dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam Negeri yaitu:
a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
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b. Badan yang didirikan atau bertemoat kedudukan di Indonesia
c. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi
subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam
negeri mengikuti status pewaris.
Subjek Pajak Luar Negeri adalah :
a. Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Orang pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berasa di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap,
maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui
bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap
menjadi subjek pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap
tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar
negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Dalam hal
penghasilan yang diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap,
maka pengenaan pajaknya langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.
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Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri adalah
a. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia,
sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
b. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan
neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri
dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak
sepadan.
c. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan
tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam
suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib
menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, karena kewajiban
pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
Undang-undang nomor 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang
tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:
a. Badan perwakilan Negara asing.
b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka
dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan Negara yang
bersangkutan member perlakuan timbal balik.
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c. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan
organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara
Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.
1.3. Perhitungan Pajak Penghasilan
Cara perhitungan pajak penghasilan adalah mengkalikan tarif pajak
dengan penghasilan kena pajak.
Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto  dikurangi biaya.
Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dal am Pasal
6 PPh No. 36 Tahun 2008 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk:
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain:
1) Biaya pembelian bahan
2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang.
Pajak Terutang = Tarif Pajak X Penghasilan kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak = Objek Pajak – Biaya
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3) Bunga, sewa, dan royalti.
4) Biaya perjalanan.
5) Biaya pengolahan limbah.
6) Premi asuransi.
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8) Biaya Administrasi
9) Pajak, kecuali Pajak Penghasilan
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriaannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan.
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
g. Biaya beasiswa magang dan pelatihan.
h. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dengan syarat:
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial.
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2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan
negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang
atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskann untuk jumlah utang tertentu.
4) Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian,
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak
berikunya berturut-turut sampai dengan lima tahun.
Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan
dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasi
dengan penghasilan neto atau laba fiskal lima tahun berturut-turut dimulai
sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.
Adapun biaya yang tidak boleh diikurangkan dari penghasilan bruto
diatur dalam pasal 99 UU PPh No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:
a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan
hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
pajak piutang.
2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
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4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
industri, yang ketentuan dan syarat-syarat diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib
pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang
bersangkutan.
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf I sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh amil zakat
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atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaanyang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
pemerintah.
h. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan,
kecuali PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen
sepanjang Pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam
penghitungan dasar untuk pemotongan pajak. Kerugian dari harta
atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang merupakan objek pajak.
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
l. Pengeluaran yang mempunyai masa menfaat lebih dari 1 tahun tidak
boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui
penyusutan dan amortisasi.
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m. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang bukan merupakan objek pajak.
n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang pengenaan pajaknya bersifat final.
o. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak
dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
1.4. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Salah satu yang menjadi Subjek pajak adalah Badan. Badan terdiri dari
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD
dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan
dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan
pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan Badan
adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).
Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan
kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:
a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di
Indonesia.
Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak
badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
(dua puluh delapan persen), dan pada pasal 17 ayat (2a) menyebutkan Tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima
persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada Pasal 31E ayat (1)
menyebutkan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
1.5. Pajak Penghasilan pasal 25/29
PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun
pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi
maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Desember.
Angsuran Pajak PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap
bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika tanggal 15 merupakan
hari libur maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan
dihari kerja berikutnya.
Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak
perusahaan berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan
berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan
penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala
terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan
pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pasal 24 yang dibayar atau
terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.
Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)
adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh,
yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan
dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.
Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi
kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan
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Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan
tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat atau
30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.
Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya
dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan? Maka, kekurangan
wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan (WPB).
Tarif PPh 29 badan adalah :
1.6.Surat Pemberitahuan (SPT)
Pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan
(KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta
dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan. (Djoko Mujono,2011, hal. 102)
Wajib pajak diwajibkan untuk meyampaikan SPT Masa selambat-
lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
1.6.1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah
pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang
pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban
serta pembayaran dari pemotong atau pemungut.
o Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.
o PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25.
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b. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
c. Bagi pemotong atau pemungut oajak adalah sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
1.6.2. Jenis SPT Tahunan
a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata
uang Dolar Amerika (1771-US)
c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan
pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto, dari satu
atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau
bersifat final dan dari penghasilan lan (1770)
d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri
lainnya, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
(1770S)
e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan Bruto
tidak melebihi Rp. 30 juta setahun (1770SS)
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1.6.3. Cara Penyampaian SPT
a. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak,
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak,
dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti
pengiriman surat
b. Cara lain sebagaumana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat atau e-filling melalui Aplication Service
Provider (ASP)
c. Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian
SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) HURUF B
DIBERIKAN Bukti Penerimaan Elektronik)
d. Bukti Pengiriman Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda bukti penerimaan surat
serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bukti penerimaan SPT.
1.6.4. SPT 1771
Formulir SPT Tahunan PPh Badan atau dikenal dengan formulir
1771 memiliki ketebalan s.d 25 halaman namun tidak semua halaman
tersebut terisi karena bukan termasuk kriteria yang diharuskan untuk
mengisi misalnya ada lampiran untuk Wajib Pajak yang mengadakan
transaksi dengan penduduk negara tax haven, ada lampiran untuk
kompensasi kerugian, ada yang untuk transaksi dengan pihak yang
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memiliki hubungan istimewa, dll. Rincian formulir SPT PPh Badan
ini terdiri dari : 1771 Induk, Lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III,
1771-IV, 1771-V, 1771-VI, lampiran khusus serta Laporan Keuangan.
Hal yang perlu disiapkan dalam rangka memudahkan pengisian SPT
Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga,
Laporan Keuangan dan Rincian Daftar. Penyusutan/Amortisasi; bukti
potong/pungut adalah pajak yang sudah dipotong/dipungut oleh lawan
transaksi selama tahun bersangkutan (dalam hal ini 2012), bukti ini
dapat mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. Laporan
keuangan yang harus disiapkan adalah, minimal melampirkan Laporan
Laba/Rugi dan Neraca. Sedangkan rincian daftar
penyusutan/amortisasi bisa diliat bentuknya di lampiran khusus 1-A
SPT Tahunan PPh Badan.
b. Mengisi Rincian Kredit Pajak Dalam Negeri; Pada Lampiran SPT
1771-III masukan rincian daftar bukti potong/pungut dari pihak
ketiga, lalu hitung total jumlahnya. Apabila tidak cukup dapat
diperbanyak atau dibuatkan dalam kertas lain sebagai lampiran.
c. Mengisi Rincian Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha;Pada
Lampiran SPT 1771-II masukkan rincian harga pokok penjualan dan
rincian biaya yang ada di laporan keuangan (Laporan Laba Rugi).
Pilih yang jenis biayanya sama atau minimal mendekati perincian di
kolom 2. Apabila ternyata tidak ada rincian silahkan diisi pada angka
11 (Biaya lainnya).
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d. Mengisi Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal; Pada Lampiran SPT
1771-I masukkan jumlah peredaran usaha (Omset) yang ada di
laporan keuangan, juga harga pokok penjualan serta biaya-biaya yang
tadi sudah dihitung pada lampiran 1771-II. Masukkan juga koreksi
fiskal apabila ada pengakuan penghasilan dan biaya pada laporan
keuangan komersial yang berbeda dari laporan keuangan fiskal.
Perbedaan seperti di angka 5 (penyesuaian fiskal positif), biaya yang
dibebankan untuk kepentingan pemegang saham yang mungkin diakui
di laporan keuangan namun menurut aturan perpajakan tidak boleh,
maka harus dikoreksi. Setelah dilakukan penghitungan maka akan
ketemu penghasilan netto fiskal (angka 8).
e. Mengisi Induk SPT PPh Badan; Pada SPT 1771-Induk (Halaman
Utama) Penghasilan neto fiskal diisi berdasarkan penghitungan pada
lampiran 1771-I. Pada PPh terutang yang di angka 4 dicontreng
berdasarkan kriteria : 1). Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka
3) diperuntukan bagi Peredaran usaha/omset di atas 50 miliar, 2). Tarif
PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3)diperuntukan bagi perseroan terbuka
yang minimal 40% sahamnya dijual di bursa efek Indonesia, dan 3).
Tarif PPh Ps 31E ayat (1)) untuk omset s.d Rp. 50.000.000.000.
Setelah itu masukkan total kredit pajak dari lampiran 1771-III dan PPh
pasal 25 yang telah dibayar tiap bulan pada angka 8 dan 10. Hasil
penjulahan akan terlihat status SPT Tahunan apakah kurang bayar,
lebih bayar atau nihil. Apabila statusnya adalah kurang dibayar maka
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kekurangan tersebut disetor disetor bank persepsi (yang menerima
pembayaran pajak) atau kantor pos.
f. Lampiran 1771 – IV (Objek PPh Final dan Non Objek Pajak), diiisi
apabila perusahaan memperoleh penghasilan yang dipotong PPh final
dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
g. Lampiran 1771 – V (Daftar Pemegang Saham dan Pengurus /
Komisaris) ; Ini termasuk lampiran yang wajib diisi, berupa daftar
pemegang saham beserta jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar
pengurus dan komisaris.
h. Lampiran Khusus 8A (Transkrip Laporan Keuangan); Lampiran ini
wajib diisi dan diisi hanya yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan
yang meliputi Neraca dari laporan keuangan pada bagian I dan
Laporan Laba Rugi pada bagian II.
2. Manajemen Pajak
Menurut Suandy (2001, hal. 7) menyatakan Manajemen pajak adalah
sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan.
Fungsi dari manajemen pajak adalah Perencanaan Pajak (Tax Planning),
Pelaksanaan Kewajiban perpajakan (Tax Implementation) dan Pengendalian
Pajak.
2.1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak merupakan suatu alat dan suatu tahap awal dari
manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang
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berkembang dari sifat dasar manusia itu.  Nur Hidayat (2005, hal. 1)
menyatakan Perencanaan Pajak adalah upaya menekan jumlah kewajiban
pajak dengan cara legal.
Dr. Mohammmad Zain (2005, hal. 43) menyatakan perencanaan pajak
adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib
pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak
penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal,
sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan maupun komersial.
Tujuan utama perencanaan adalah mencari berbagai celah yang dapat
ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan
dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.
Dalam perencanaan pajak, ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib
pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:
2.1.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak
yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak kerena tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang
digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdaoat dalam
undang-undang dan peraturan perpajakan sendiri.
2.1.2 Penyeludupan Pajak (Tax Evasion)
Penyeludupan pajak adalah kebalikan dari penghindaran pajak,
strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak
aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan
dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan
tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.
Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi
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pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminil. Oleh sebab
itu, seorang perencana pajak yang baik tidak merekomendasikan
penyeludupan pajak.
2.1.3 Penghematan Pajak (Tax Saving)
Penghematan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak
secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan
dengan ketentuan perpajakan.
2.2. Manfaat Perencanaan Pajak
Ada bebarapa menfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak
yang dilakukan secara cermat yaitu:
a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur
biaya dapat  dikurangi.
b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan
perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas
untuk pajak, dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga
perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
2.3. Tujuan Perencanaan Pajak
Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari menejemen
pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:
a. Meminimalkan beban pajak terutang.
b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi
pemeriksaan pajak oleh fiskus.
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d. Memenuhi kewajiban pajak dengan benar, efisien, dan efektif, sesuai
dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
1) Mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari
pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana,
seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau
penjara.
2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang
perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran,
pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan
pemungutan pajak.
2.4. Persyaratan Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu:
a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, rekayasa perpajakan yang
didesain dan diimplementasikan bukan merupakan penyeludupan
pajak.
b. Secara bisnis masuk akal.
c. Didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
2.5. Strategi Dalam Perencanaan Pajak
Cara yang dilakukan untuk meminimalkan pajak adalah
a. Penggeseran Pajak (Tax Shifting) adalah pemindahan atau
pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain,
dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak
mungkin sekali tidak menanggungnya.
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b. Kapitalisasi yaitu pengurangan harga objek pajak yang besarnya
sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh
pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap
seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban
pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak
dialihkan kepada penjual. Dengan demikian harga beli harta
menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai
salah satu bentuk pengalihan pajak ke belakang.
c. Transformasi adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh
pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan
terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen
sehinggan kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasar.
Supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang, maka beban
pajak yang seharusnya dapat ditransferkan kepada konsumen,
dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan.
Pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak ke dalam
keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi.
d. Penghindaran pajak yaitu menunjukkan rekayasa pajak yang
masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.
e. Pengecualian pajak adalah pengecualian pengenaan pajak yang
diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan Undang-
Undang pajak.
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2.6. Tahapan Perencanaan Pajak
Agar perencanaan pajak sesuai harapan, Barry Spitz (1983, hal. 86)
mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:
a. Analysis of the existing data base (Melakukan analisis data base
yang ada) yaitu tahap analisis terhadap komponen-komponen yang
berbeda pengakuannnya antara komersial dan fiskal,  dan
menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung
perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan
masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun
secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai
perencanaan pajak paling efisien. Data base yang harus dianalisis
antara lain meliputi:
1) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam
pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Badan, dan
PPN.
2) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam
pemotongan dan pelaporan pajak bulanan (PPh pasal 23/26),
PPh pasal 4(2)
3) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam
SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan PPh Badan, dengan senantiasa
mengkaitkannya atau merekonsiliasikannya dengan
pembukuan perusahaan.
4) Analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang
ditangani atau yang akan dating.
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b. Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model
atau lebih rencana besarnya pajak). Setelah melakukan tahapan
awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak uang akan
dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut
dimaksudkan sebagai alternative untuk menentukan perencanaan
pajak mana yang paling efisien dan efektif untuk
diimplementasikan
c. Evaluating a tax plan (Evaluasi perencaanaan pajak). tahap
evaluasi sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini
merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. pengendalian
pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah
memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian
pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (Tax Review)
d. Debugging a tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki
kembali rencana pajak) adalah bentuk pengawasan  refresif.
Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor
dan di teleah terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya.
Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak
memiliki kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan
peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak
tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus
segera dimodifikasi untuk keberhasilan perencanan pajak dan dapat
dilakukan tepat waktu
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e. Updating the tax plan (Memuktakhirkan rencana pajak), dalam
melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan
yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam perencanaan
pajak. Perencanaan pajak tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai
dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari
adanya perubahanan dan perkembangan tersebut dapat sedini
mungkin diantisipasi. Dengan pemuktahiran, diharapkan
perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami
hambatan yang berarti.
2.7. Perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak
Strategi mengefisiensikan beban pajak menurut Erly Suandy (2001,
hal. 117) antara lain:
a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
(legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
b. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal
mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan
atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-
undang.
c. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau
natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan menghindari
lapisan tarif maksimum karena pada dasarnya pemberian dalam
bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh
pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan
sebagai penghasilan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
38
d. Pemilihan Metode Penyusutan
Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan
perpajakan adalah metode garis lurus untuk kelompok bangunan
dan bukan bangunan, dan metode saldo menurun untuk kelompok
bukan bangunan dan pada akhir masa manfaat disusutkan
sekaligus.
Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana
yang akan digunakan terlebih dahulu seorang perencana pajak
harus melihat kondisi dari perusahaan tersebut. Jika kondisi
perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah
mencapai tarif pajak tertinggi, maka metode saldo menurun yang
menguntungkan tetapi sebaliknya jika kondisi perusahaan rugi,
maka lebih baik memilih metode garis lurus (Suandy, hal. 131-
132).












- Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
- Kolompok 2 8 Tahun 12,5% 25%
- Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
- Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%
b. Bangunan
- Permanen 20 Tahun 5%
- Tidak Permanen 10 Tahun 10%
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e. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi
ke yang bukan objek pajak.
f. Pemilihan Metode Persediaan membuat HPP menjadi lebih besar
sehingga laba kotor lebih sedikit dan pajak penghasilan yang
dibayarkan lebih sedikit. Untuk menyajikan perhitungan laba fiskal
dalam SPT Tahunan, salah satu yang harus diperhatikan adalah apakah
penilaian persediaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan
pajak. Apabila penilaian persediaan belum sesuai dengan ketentuan
pajak, maka semestinya nilai persediaan dikoreksi dalam proses
rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sebelum membuat SPT Tahunan.
Menurut Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan,
persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok
dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau
dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Dengan
demikian, hanya terdapat dua metode penilaian persediaan yang bisa
dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu metode rata-rata (average method)
dan metode Fisrt In First Out (FIFO). Wajib Pajak harus memilih salah
satu metode tersebut dan dilakukan secara konsisten. Perubahan atas
metode penilaian persediaan harus mendapatkan persetujuan dari
Direktur Jenderal Pajak.
3. Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan
berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut
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komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan konsep akuntansi)
dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.
Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar,
metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan
perpajakan). Terjadinya perbedaan–perbedaan antara Standar Akuntansi
Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam
memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.
Muljono (2009, hal 59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba
yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada
akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak,
perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami
kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada
akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan
perpajakan.
Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila
semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit
dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.
Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan
pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki
pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah
menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin.
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Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh
Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.
Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh
perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelumpajak harus dilakukan koreksi
fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula
ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam
hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan
secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka
pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan
Kena Pajak.
Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial
dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam
laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.
Diana dan Setyawati (2010)  menjelaskan bahwa tujuan dari koreksi
fiskal ialah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap baik
penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Beda Waktu adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan
komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk
suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda.
Misalnya, penyusutan amortisasi
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b. Beda Tetap adalah perbedaan antara ketentuaan perpajakan dengan
komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di
mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi
administrasi perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai
biaya, sedangkan menurut perpajakan tidak boleh dikurangkan.
Fiskus menggunakan istilah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal
negative berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No. KEP.141/PJ./2014:
a. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan
penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan
biaya-biaya yang semakin kecil dan diakui dalam laporan rugi laba
komersial. Biaya yang mengakibatkan koreksi fiskal adalah:
1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha
perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
pendapatan.
2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai oengurang penghasilan
kena pajak.
3) Biaya yg diakui lebih kecil.
4) Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan
objek pajak.
5) Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh.
b. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan
pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya
penambahan biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan
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rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan
adanya koreksi fiskal negatif adalah :
1) Biaya yang diakui lebih besar.
2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh.
4. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini:
Tabel II-2. Penelitian Terdahulu








Perhitungan Depresiasi garis lurus
sudah tepat membuat biaya
penyusustan menjadi lebih besar dan
laba yang dihasilkan lebih keci dan
Perhitungan persediaan yang
menggunakan metode avarage dapat
memberikan penghematan pajak









pada PT. GL Hi-Tech
Indonesia)
Metode perencanaan pajak yang bisa






dan biaya perbaikan kendaraan





menurun serta dan pembelian aset










laporan keuangan perusahaan dapat
ditarik kesimpulan bahwa analisis
dan perhitungan pajak penghasilan
badan yang dilakukan oleh PT
Pelindo IV telah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-
undang perpajakan No 36 Tahun
2008. Namun, terdapat beberap item
yang pengakuannya tidak sesuai
dengan ketentuan perpajakan
sehingga harus dilakukan koreksi
seperti yang tertera dalam surat
pemberitahuan terutang (SPT)
perusahaan.




Penerapan kebijakan tax planning
mempengaruhi pembayaran pajak
penghasilan terutang. Penerapan
sistem administrasi yang tertib dan
rapi dapat berjalan dengan lancar
sesuai rencana sehinnga
menghasilkan penghematan pajak
guna mendukung strategi perusahaan
untuk meningkatkan kinerja.
Semakin baik faktor-faktor
pendukung tax planning, maka
semakin optimal beban pajak yang
dapat dihemat serta semakin kecil
resiko sanksi atau denda pajak yang
akan diderita oleh perusahaan.
B. Kerangka Konseptual
Penelitian in menggunakan metode kualitatif yang bertujuan utntuk
menganalisis laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dengan
menggunakan teori pendukung UU PPh No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan. Penelitian yang dilakukan adalah membuat perencanaan terhadap
laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sehingga Pajak
Penghasilan yang dibayarkan lebih hemat.
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Perencanaan pajak berfokus pada Laporan keuangan Laba Rugi dan Laporan
Neraca. Didalam Laporan Laba Rugi. Pada penelitian ini, peneliti melihat
pendapatan dan biaya yang ada di dalam laporan laba rugi, pendapatan mana yang












Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab
perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan
dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2010, hal. 29) menyatakan
Penelitian deskriptif adalah metode yang dugunakan untuk menggambarkan atau
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat
kesimpulan yang lebih luas.
Dari definisi diatas penelitian ini mengumpulkan, mengklasifikasikan,
menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah
yang dihadapi dan  membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang
sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan
B. Definisi Operasional Variabel
Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi
oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan
atau mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu :
1. Perencanaan Pajak ( X )
Usaha mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan
oleh perusahaan benar-benar efisien dengan tujuan utama mencari celah yang
dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimal
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2. Pajak Penghasilan ( Y )
Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas
laba perusahaan/badan. Pajak penghasilan terdiri dari unsur penghasilan dan
biaya fiskal yang penentuan penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi
dengan perpajakan.
C. Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat : Penelitian di lakukan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Jalan
Krakatau Ujung No. 100 TJ. Mulia, Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara






November Desember Januari Februari Maret








8. Sidang Meja Hijau
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Jenis Data
Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-
angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.
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2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data
penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa laporan
keuangan perusahaan (Neraca dan laba bersih mulai dari tahun 2013 sampai
2017).
E. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu
menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak (Tax
Planning) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan
Indonesia I (Persero).
Adapun langkah-langkahnya yaitu:
1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial tahun
2013 sampai 2017, laporan laba/rugi fiskal tahun 2013 sampai 2017,
neraca tahun 2013 sampai 2017, daftar aktiva tetap tahun 2013 sampai
2017, dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait
dengan perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat
tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan
penghasilan yang dikecualikan.
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4. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional
perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan
sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak
diperkenankan sebagai pengurang.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Perusahaan
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan
Belanda adalah perusahaan dengan nama “Haven Bedrijf". Setelah
kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan
berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan
berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status
Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.
Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha
Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada
1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan
Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum
Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56
tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I
(Persero).
Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I
(Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas
Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-
8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994,
tambahan No. 87.
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Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh
Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami
perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari
Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan
nilai nominal Rp.1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp
6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal
Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi
peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 511.960.000.000 yang terbagi
atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi
Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal
Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung
No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri
Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ Perusahaan Terbatas
dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan
Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik
Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa
kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha
galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi
dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan
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kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya
maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan,
sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal,
properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas
pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan
informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle
bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.
2. Analisis Hasil Penelitian
Laporan keuangan yang di susun oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero),
merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan
kemajuan hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya
perusahaan laporan tersebut berupa: neraca, laba rugi dan rincian-rincian
penjelasan sebagaimana mestinya. Data dan laporan tersebut yang akan
digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil
langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta
kemajuan usaha.
2.1. Analysis of the existing data base (Melakukan analisis data base yang
ada)
Ada pun data dan laporan yang berhubungan dengan pembahasan
sikripsi ini adalah: perhitungan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero) Medan tahun buku 2013-2017.
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Tabel IV.1
Laporan Laba Rugi 2012-2015
Akun 2013 2014 2015
Pendapatan 1,893,989,492,513 2,095,520,953,158 2,340,724,008,344
Pendapatan lain-lain 40,252,550,953 34,036,152,586 23,914,235,317
Pendapatan Bunga 37,733,587,360 40,731,599,210 57,157,946,081
Laba (rugi) selisih kurs (14,583,915,071) 13,935,950,559 28,821,786,240
Beban Pegawai (252,574,924,048) (280,253,329,172) (324,744,569,933)
Beban Penyusutan dan amortisasi (199.166.277.760) (201.181.475.170) (272.889.447.974)
Beban bahan (165,242,741,058) (196,199,329,999) (155,817,396,886)
Beban sewa (151,782,635,290) (188,072,530,500) (225,087,239,295)
Beban kerjasama mitra usaha (121,873,136,019) (121,584,601,905) (114,607,837,616)
Beban umum (119.674.381.098) (138.406.194.003) (168.322.362.022)
Beban pemeliharaan (81,947,551,294) (89,385,590,763) (78,116,767,430)
Beban bunga dan administrasi bank (79,204,898,814) (60,876,414,590) (47,730,941,631)
beban imbalan pasca kerja (35,024,824,907) (51,603,683,583) (36,773,542,386)
Beban administrasi kantor (30,996,954,374) (34,288,960,584) (31,498,906,756)
Beban asuransi (22,621,840,391) (33,019,883,035) (41,480,864,013)
beban lain-lain (70.065.235.841) (42.448.439.227) (109.514.672.226)
laba (rugi) pengendalian bersama (2,945,995,199) 1,012,221,169 2,234,185,942
laba sebelum pajak 624,270,319,661 747,916,442,196 846,267,613,756
manfaat (beban) pajak penghasilan (135,024,619,681) (144,079,229,659) (145,899,586,763)
pajak kini (106,769,393,600) (134,650,253,250) (197,358,059,287)
pajak tangguhan (28,255,226,081) (9,428,976,409) 51,458,472,524
laba tahun bertahun 489,245,699,980 534,898,232,925 700,368,026,993
Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I( Data diolah )
Tabel IV.2
Laporan Laba Rugi 2016-2017
Akun 2016 2017
Pendapatan usaha 2,408,899,664,963 2,751,106,508,170
Beban pokok (1.111.604.486.594) (1.353.233.450.038)
Beban Pemasaran (13.881.712.354) (31.817.630.329)
Beban Umum dan Administrasi (258.381.040.035) (320.495.051)
Pendapatan (Beban) Non Usaha 38.263.152.537 125.332.904.544
Laba Usaha 1,063,295,577,517 1,170,893,280,797
Beban Keuangan (69,785,045,067) (100,799,481,838)
laba (rugi) pengendalian bersama entitas 2,335,831,300 (2,692,531,843)
laba sebelum pajak 995,846,363,750 1,067,401,267,116
manfaat (beban) pajak penghasilan
pajak kini (210,764,590,159) (258.945.335.514)
pajak tangguhan (51.779.317.481) (3.311.119.496)
laba tahun bertahun 733.302.456.110 805.144.812.106
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2.1.1 Kebijakan Perpajakan perusahaan
Dalam pengumpulan data PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero),
penulis mengamati kebijakan perpajakan yang dilakukan di perusahaan
yaitu :
a. Beban pajak kini di tentukan berdasarkan laba kena pajak dalam
tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang
berlaku.
b. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang
berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan
posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali
pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke
ekuitas.
c. Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan
menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak
yangterutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan
mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak
tanggalterutangnya pajak.
Dalam menerapkan Tax Planning, manajer terlebih dahulu harus
memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang di dasarkan pada
metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban
perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu.
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2.2. Design of one or more possible tax plans (Membuat satu model atau
lebih rencana besarnya pajak).
Dalam pasal 9 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa pemberian dalam
bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, dengan demikian penghasilan kena pajak akan
menjadi lebih besar. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengeluarkan
dana untuk keperluan tunjangan karyawan seperti pengobatan/kesehatan
karyawan, pembayaran premi asuransi untuk pegawai, iuran pensiun
untuk karyawan, bantuan sosial, pakaian kerja dan pakaian dinas untuk
karyawan serta perjalanan karyawan menjadi unsur biaya umum.
Jika tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk natura, maka
perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Jika
tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut
dapat dimasukkan kedalam unsur biaya operasi. Peluang ini tercantum
dalam pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi
wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara, antara lain biaya yang
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium,,
bonus, grafitikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
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Tabel IV.8
Laporan Laba Rugi 2013
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang































B. bunga dan adm bank (79.204.898.814)
B. Imbalan pasca kerja (35.024.824.907)
Beban Adm Kantor (30.996.954.374)
Beban asuransi (22.621.840.391)
Beban Lain-Lain (70.065.235.841)
L/R pengendalian entitas (2.945.995.199)
Laba sebelum pajak 642.517.891.194
PPH Badan































B. bunga dan adm bank (79.204.898.814)
B. Imbalan pasca kerja (35.024.824.907)
Beban Adm Kantor (30.996.954.374)
Beban asuransi (22.621.840.391)
Beban Lain-Lain (70.065.235.841)
L/R pengendalian entitas (2.945.995.199)
Laba sebelum pajak 624.270.319.661
PPH Badan
624.270.319.661 X 25% (156.067.579.915)
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Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia
I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp
160.629.472.799 dikarenakan termasuk Penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yangdiberikan dalam bentuk
natura atau kenikmatan yang merupakan biaya yang tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 99 UU PPh No.
36 tahun 2008, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan
dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan
menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang
pajak penghasilan menjadi Rp 156.067.579.915. Dari kasus diatas maka,
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak




Laporan Laba Rugi 2014
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang






























B. bunga dan adm bank (60.876.414.590)
B. Imbalan pasca kerja (51.603.683.583)
Beban Adm Kantor (34.268.980.584)
Beban asuransi (33.019.883.035)
Beban Lain-Lain (42.448.439.227)
Laba penyertaan                       1.012.221.169
Laba sebelum pajak 749.609.036.543
PPH Badan






























B. bunga dan adm bank (60.876.414.590)
B. Imbalan pasca kerja (51.603.683.583)
Beban Adm Kantor (34.268.980.584)
Beban asuransi (33.019.883.035)
Beban Lain-Lain (38.467.585.016)
Laba penyertaan                       1.012.221.169
Laba sebelum pajak 747.916.442.196
PPH Badan
747.916.442.196 X 25% (186.979.111.038)
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Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp
191.402.259.625, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan
dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan
menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak
penghasilan menjadi Rp 186.979.111.038. Dari kasus diatas maka, PT
Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak




Laporan Laba Rugi 2015
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang






























B. bunga dan adm bank (47.730.941.631)
B. Imbalan pasca kerja          (36.773.542.386)
Beban Adm Kantor (31.496.906.756)
Beban asuransi (41.480.864.013)
Beban Lain-Lain (38.467.585.016)
Laba penyertaan                       2.234.185.942
Laba sebelum pajak 863.254.905.748
PPH Badan






























B. bunga dan adm bank (47.730.941.631)
B. Imbalan pasca kerja         (36.773.542.386)




Laba sebelum pajak 846.267.613.756
PPH Badan
846.267.613.756 X 25% (211.566.903.439)
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Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia
I (Persero) apabila memberi tunjangan makan dalam bentuk natura
adalah Rp 215.813.726.437, dengan menggunakan perencanaan pajak
perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura
dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total
hutang pajak penghasilan menjadi Rp 211.566.903.439.Dari kasus diatas
maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan




Laporan Laba Rugi 2016
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang




Beban umum dan adm
Imbalan kerja (105.404.434.956)
Imbalan pasca kerja (57.584.142.208)
Direksi, komisaris dll          (19.701.637.583)
Beban bahan (7.190.264.430)
Pemeliharaan dan perbaikan (5.198.997.167)
Sewa (9.400.795.982)
Penyusutan aset tetap (692.059.835)
Amortisasi ATB (1.381.360.134)
Asuransi (10.029.954.894)
Pajak dan retribusi (3.967.322.461)
Diklat dan sertifikasi (8.510.364.220)
Pakaian dinas/kerja -
Kesehatan -
Perjalanan dinas                  (12.464.826.504)
Jasa konsultan dan audit (13.126.093.865)
Perencanaan usaha (24.210.115.246)
Provisi penurunan piutang (936.388.160)
Penurunan nilai aset (2.385.781.504)
Denda non pajak (900.000)
Sumbangan sosial -
PKBL (12.936.660.958)
Administrasi perkantoran      (3.043.557.959)
Lainnya (51.217.988.099)
Pendapatan non usaha 38.263.152.537
Laba Usaha 1.087.461.256.803
Beban keuangan                    (69.785.045.067)
Laba entitas bersama                2.335.831.300
Laba sebelum pajak 1.020.012.043.036
PPH Badan




Beban umum dan adm
Imbalan kerja (105.404.434.956)
Imbalan pasca kerja (57.584.142.208)
Direksi, komisaris dll (19.701.637.583)
Beban bahan (7.190.264.430)
Pemeliharaan dan perbaikan (5.198.997.167)
Sewa (9.400.795.982)
Penyusutan aset tetap (692.059.835)
Amortisasi ATB (1.381.360.134)
Asuransi (10.029.954.894)
Pajak dan retribusi (3.967.322.461)




Jasa konsultan dan audit (13.126.093.865)
Perencanaan usaha (24.210.115.246)
Provisi penurunan piutang (936.388.160)
Penurunan nilai asset (2.385.781.504)





Pendapatan non usaha 38.263.152.537
Laba Usaha                      1.063.295.578.517
Beban keuangan (69.785.045.067)
Laba entitas bersama                2.335.831.300




Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia
I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp
255.003.010.759, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan
dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan
menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang
pajak penghasilan menjadi Rp 248.961.590.938.Dari kasus diatas maka,
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak




Laporan Laba Rugi 2017
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang




Beban umum dan adm
Imbalan kerja (100.980.661.404)
Imbalan pasca kerja (28.273.123.100)
Direksi, komisaris dll          (19.398.237.261)
Beban bahan (2.042.693.256)
Pemeliharaan dan perbaikan (2.050.235.932)
Sewa (11.948.498.740)
Penyusutan property                 (39.691.969)
Penyusutan aset tetap (3.006.163.645)
Amortisasi ATB (2.675.391.587)
Asuransi (8.754.493.907)
Pajak dan retribusi (25.345.238.987)
Diklat dan sertifikasi (10.091.622.774)
Pakaian dinas/kerja -
Kesehatan -
Perjalanan dinas                  (14.211.713.565)
Jasa konsultan dan audit (3.054.675.404)
Perencanaan usaha (2.200.844.142)
Provisi penurunan piutang (198.217.081)
Beban penagihan piutang (42.002.610)
Penurunan nilai aset (474.904.170)





Pendapatan non usaha 125.332.904.544
Laba Usaha 1.180.681.114.048
Beban keuangan (100.799.481.838)
Laba entitas bersama               (2.692.531.843)






Beban umum dan adm
Imbalan kerja (100.980.661.404)
Imbalan pasca kerja (28.273.123.100)
Direksi, komisaris dll (19.398.237.261)
Beban bahan (2.042.693.256)
Pemeliharaan dan perbaikan (2.050.235.932)
Sewa (11.948.498.740)
Penyusutan property (39.691.969)
Penyusutan aset tetap (3.006.163.645)
Amortisasi ATB (2.675.391.587)
Asuransi (8.754.493.907)
Pajak dan retribusi (25.345.238.987)
Diklat dan sertifikasi (10.091.622.774)
Pakaian dinas/kerja (908.212.000)
Kesehatan (8.242.941.851)
Perjalanan dinas                  (14.211.713.565)
Jasa konsultan dan audit (3.054.675.404)
Perencanaan usaha (2.200.844.142)
Provisi penurunan piutang (198.217.081)
Beban penagihan piutang (42.002.610)
Penurunan nilai aset (474.904.170)
Denda non pajak (1.960.430)
Sumbangan sosial                    (636.679.400)
PKBL                                  (12.651.873.160)
Administrasi perkantoran (4.668.871.049)
Lainnya (58.596.104.126)
Pendapatan non usaha 125.332.904.544
Laba Usaha                      1.170.893.280.797
Beban keuangan (100.799.481.838)
Laba entitas bersama (2.692.531.843)
Laba sebelum pajak 1.067.401.267.116
PPH Badan
1.067.401.267.116 X 25% (266.850.316.779)
Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia
I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp
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269.297.275.092, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan
dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan
menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang
pajak penghasilan menjadi Rp 266.850.316.779. Dari kasus diatas maka,
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak
penghasilan sebesar Rp2.446.958.313 (269.297.275.092 –
266.850.316.779).
2.3.Evaluating a tax plan (Evaluasi perencaanaan pajak)
Laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan
gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan
hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan
laporan tersebut berupa: neraca, laba rugi dan rincian-rincian penjelasan
sebagaimana mestinya. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan
direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-
langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta
kemajuan usaha. Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan
pembahasan sikripsi ini adalah: perhitungan laba rugi . PT. Pelabuhan
Indonesia I (Persero) tahun buku 2013-2017 yang terdiri dari penjualan,
beban pokok usaha, beban bunga, dan pendapatan lain-lain dikurangi
beban lain-lain.
Dalam menerapkan Perencanaan Pajak, manajer terlebih dahulu harus
memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang di dasarkan pada
metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban
perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun penerapan
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Perencanaan Pajak yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
dengan cara memaksimalkan Biaya Fiskal. Memaksimalkan biaya-biaya
fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-
biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan.
Berikut Laporan Fiskal tahun 2013-2017
Tabel IV.3
Laporan Fiskal 2013
Uraian Positif Negatif Fiskal
Laba Rugi Komprehensif 624.270.319.662
Beda Waktu :
Beban manfaat karyawan bersih 11.542.851.641 11.542.851.641
Pembayaran dana pensiun bersih 19.158.544.681 (19.158.544.681)
Penyisihan piutang usaha 2.496.913.835 (2.496.913.835)
Beda Amortisasi beban
ditangguhkan 1.772.952.070 (1.772.952.070)
Beda penyusutan aset tetap dan
properti 101.135.345.378 (101.135.345.378)
Beda Tetap :
Rugi Pengendalian entitas bersama 2.945.995.199 2.945.995.199
Biaya yang tidak dapat dikurangkan 47.166.154.397 47.166.154.397
Penghasilan yang telah dikenakan
pajak final 134.283.990.593 (134.283.990.593)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 427.077.574.342
Tarif Pajak 25%





Uraian Positif Negatif Fiskal
Laba Rugi Komprehensif 747.916.442.196
Laba sebelum pajak entitas anak 1.012.221.169 (1.012.221.169)
Beda Waktu :
Beban manfaat karyawan bersih 55.584.539.749 55.584.539.749
Pembayaran dana pensiun bersih 35.990.281.421 (35.990.281.421)
Penyisihan piutang usaha 7.034.046.216 7.034.046.216
Beda Amortisasi beban ditangguhkan 6.827.805.224 (6.827.805.224)
Beda penyusutan aset tetap dan properti 126.455.384.567 (126.455.384.567)
Beda Tetap :
Biaya yang tidak dapat dikurangkan 35.344.638.914 35.344.638.914
Penghasilan yang telah dikenakan pajak
final 136.992.960.805 (136.992.960.805)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 538.601.013.889
Pembulatan 538.601.013.000
Tarif Pajak 25%
Beban Pajak Kini 134.650.253.250
Tabel IV.5
Laporan Fiskal 2015
Uraian Positif Negatif Fiskal
Laba Rugi Komprehensif 846.267.613.756
Laba sebelum pajak entitas anak 9.979.212.819 (9.979.212.819)
Beda Waktu :
Beban manfaat karyawan bersih 81.103.230.119 (81.103.230.119)
Penyisihan piutang usaha 4.387.661.227 (4.387.661.227)
Beda Amortisasi beban ditangguhkan 42.899.105.000 42.899.105.000
Beda penyusutan aset tetap dan properti 44.586.540.034 (44.586.540.034)
Beda Tetap :
Biaya yang tidak dapat dikurangkan 191.680.997.459 191.680.997.459
Penghasilan yang telah dikenakan pajak
final 158.707.009.016 (158.707.009.016)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 782.084.063.000
Pembulatan 782.084.063.000
Tarif Pajak 25%




Uraian Positif Negatif Fiskal
Laba Rugi Komprehensif 995.846.364.750
Laba sebelum pajak entitas anak 11.639.931.083 (11.639.931.083)
Penyusuaian eliminasi konsilidasi 2.335.831.300 (2.335.831.300)
Beda Waktu :
Beban manfaat karyawan bersih 61.781.639.793 (61.781.639.793)
Penyisihan piutang usaha 1.117.493.744 (1.117.493.744)
Beda Amortisasi beban ditangguhkan 4.521.919.113 4.521.919.113
Beda penyusutan aset tetap dan properti 55.982.875.873 (55.982.875.873)
Beda Tetap :
Biaya yang tidak dapat dikurangkan 87.274.234.713 87.274.234.713
Penghasilan yang telah dikenakan pajak
final 125.921.341.307 (125.921.341.307)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 828.863.405.476
Pembulatan 828.863.405.000
Tarif Pajak 25%
Beban Pajak Kini 207.215.851.250
Tabel IV.7
Laporan Fiskal 2017
Uraian Positif Negatif Fiskal
Laba Rugi Komprehensif 1.073.424.193.944
Laba sebelum pajak entitas anak 38.736.027.210 (38.736.027.210)
Penyusuaian eliminasi konsilidasi 3.321.938.940 (3.321.938.940)
Beda Waktu :
Beban manfaat karyawan bersih 24.904.891.570 24.904.891.570
Penyisihan piutang usaha 7.612.157.277 7.612.157.277
Beda Amortisasi beban ditangguhkan 173.067.817 173.067.817
Beda penyusutan aset tetap dan properti 51.395.150.751 (51.395.150.751)
Beda Tetap :
Biaya yang tidak dapat dikurangkan 130.888.903.836 130.888.903.836
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final 128.390.059.605 (128.390.059.605)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 1.015.160.037.938
Pembulatan 1.015.160.037.000
Tarif Pajak 25%
Beban Pajak Kini 253.790.009.250
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Pada Laporan Fiskal terdapat koreksi positif dan negatif. Secara rinci
penyebab koreksi pada beda waktu adalah :
a. Beban Manfaat pada karyawan terdapat natura yang tidak boleh
dikurangkan.
b. Penyisihan piutang yang tidak dapat diakui pajak sesuai
207/pmk.10/2015.
c. Selisih tahun amortisasi beban yang ditangguhkan.
d. Selisih tahun penyusutan asset tetap.
Penyebab koreksi pada beda tetap adalah:
a. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, biaya yang termasuk
dalam kepentingan pribadi dan biaya yang tidak dapat
dikurangkan menurut pasal 9 UU PPH
b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
B. PEMBAHASAN
Setelah menerapkan Perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero), Perencana harus melakukan analisa dan evaluasi untuk melihat sejauh
mana hasil suatu pelaksanaan suatu Perencanaan pajak terhadap: beban pajak,
perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif
perencanaan. Analisa dan evaluasi yang dilakukan dilihat dari penerapan
Perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terdiri dari:
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1. Debugging a tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali
rencana pajak)
Pada saat perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam
bentuk natura. Menurut fiskal, pengeluaran yang dapat dilakukan perusahaan
untuk tunjangan karyawan dalam bentuk natura tidak diperkenankan untuk
dikurangkan dari pendapatan usaha perusahaan, sehingga akan dilakukan
koreksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yang
menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pada tahun 2013 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:
Perawatan kesehatan : 11.573.241.474
Pakaian Dinas :   3.453.116.258
Olahraga dan Kesenian :   1.868.682.292
Pakaian Kerja :      703.633.271
Bantuan Sosial :      648.898.238
Total : 18.247.571.533
Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi
pajak sebesar Rp. 18.247.571.533. Dengan menggunakan perencanaan pajak
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan
bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam
bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat
menghemat pajak Rp 4.561.892.883 (156.067.579.915– 160.629.472.799).
Pada tahun 2014 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:
Perawatan kesehatan : 11.035.608.983
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Pakaian Dinas : 3.463.836.900
Olahraga dan Kesenian : 1.862.227.040
Pakaian Kerja :      443.223.925
Bantuan Sosial :      887.697.499
Total : 17.692.594.347
Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi
pajak sebesar Rp. 17.692.594.347. Dengan menggunakan perencanaan pajak
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan
bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam
bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat
menghemat pajak Rp. 4.423.148.587 (191.402.259.625 – 186.979.111.038).
Pada tahun 2015 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:
Perawatan kesehatan : 7.920.408.390
Pakaian Dinas : 4.796.079.420
Olahraga dan Kesenian : 2.065.902.117
Pakaian Kerja : 954.848.547
Bantuan Sosial :    1.250.253.518
Total : 16.987.491.992
Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi
pajak sebesar Rp. 16.987.491.992. Dengan menggunakan perencanaan pajak
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan
bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam
bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat
menghemat pajak Rp. 4.246.822.998 (215.813.726.437– 211.566.903.439).
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Pada tahun 2016 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:
Perawatan kesehatan : 20.535.439.387
Pakaian Dinas/Kerja : 2.892.006.782
Bantuan Sosial :      738.233.117
Total : 24.165.679.286
Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi
pajak sebesar Rp. 24.165.679.286. Dengan menggunakan perencanaan pajak
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan
bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam
bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat
menghemat pajak Rp. 6.041.419.822 (255.003.010.759 – 248.961.590.938).
Pada tahun 2017 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:
Perawatan kesehatan : 8.242.941.851
Pakaian Dinas/Kerja : 908.212.000
Bantuan Sosial :      636.679.400
Total : 9.787.833.251
Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi
pajak sebesar Rp. 9.787.833.251. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT.
Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan
pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk
natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat
pajak Rp. 2.446.958.313 (269.297.275.092– 266.850.316.779).
Selain memperoleh penghematan pajak, perusahaan juga tidak direpotkan
oleh biaya operasional sedangkan bagi karyawan memungkinkan untuk
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memilih perawatan kesehatan dan pembuatan pakaian kerja/dinas yang lebih
hemat dan disukainya.
2. Updating the tax plan (Memuktakhirkan rencana pajak)
Pada tahun 2013
Pajak penghasilan tunjangan bentuk  natura : 160.629.472.799
Pajak Pengkasilan tunjangan bentuk uang : 156.067.579.915
Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.561.892.883
Pada Tahun 2014
Pajak penghasilan tunjangan bentuk  natura : 191.402.259.625
Pajak Pengkasilan tunjangan bentuk uang : 186.979.111.038
Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.423.148.587
Pada Tahun 2015
Pajak penghasilan tunjangan bentuk  natura : 215.813.726.437
Pajak Pengkasilan tunjangan bentuk uang : 211.566.903.439
Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.246.822.998
Pada Tahun 2016
Pajak penghasilan tunjangan bentuk  natura : 255.003.010.759
Pajak Pengkasilan tunjangan bentuk uang : 248.961.590.938
Beban pajak penghasilan yang dihemat 6.041.419.822
Pada Tahun 2017
Pajak penghasilan tunjangan bentuk  natura : 269.297.275.092
Pajak Pengkasilan tunjangan bentuk uang : 266.850.316.779
Beban pajak penghasilan yang dihemat 2.446.958.313
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Perusahaan perlu memuktakhirkan rencana pajak dengan memberikan
tunjangan pajak dalam bentuk uang. Sehingga penghematan pajak dapat






Dari penelitian dan analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan:
1. Dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang akan membuat
pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan menjadi lebih sedikit
dari pada dalam bentuk natura. Namun ternyata perusahaan
memberikan natura dalam bentuk tunjangan yang membuat pajak
penghasilan badan yang dibayarkan kurang efisien untuk
merencanakan pajak.
2. Penerapan perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero) telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan
teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk
menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi
perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja.
Semakin baik faktor-faktor pendukung perencanaan pajak, maka
semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil
resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita perusahaan.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran yang sekiranya dapat
bermanfaat oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
1. Kebijakan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk memberikan
tunjangan karyawannya tidak dalam bentuk natura, selain memperoleh
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penghematan pajak, akan memberikan kebebasan bagi karyawan
untuk memilih yang lebih cocok dan lebih hemat. Namun sebaiknya
sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, hendaklah didiskusikan
dengan para utusan karyawan untuk memperoleh kesepakatan antara
perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut dimaksud agar kemudian
hari tidak terjadi dilema, disisi lain perusahaan dirugikan akibat waktu
karyawan akan dihabiskan di luar perusahaan sehingga akan
mengganggu jam kerja perusahaan.
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PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Catatan 31 Desember 2017 31 Desember 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 2e, 2f, 4, 40a         1.872.411.160.625         2.200.769.796.594 
Piutang usaha - bersih 2e, 2g, 5, 40b
Pihak berelasi              40.217.792.573              17.491.412.257 
Pihak ketiga            160.361.067.822            107.830.180.316 
Persediaan 2i, 2p, 6              23.716.976.975              20.116.083.124 
Pajak dibayar dimuka 2t, 22a                  142.729.554 
Uang muka 7              13.533.211.925              10.493.294.616 
Biaya dibayar di muka 2j, 8                1.749.455.476                4.145.276.461 
Aset keuangan lancar lainnya 2e, 2g, 9              97.416.051.632            120.497.145.657 
JUMLAH ASET LANCAR         2.209.548.446.582         2.481.343.189.025 
ASET TIDAK LANCAR
Investasi entitas asosiasi 2k, 10              52.504.512.535              44.426.032.784 
Investasi entitas ventura bersama 2l, 11         1.163.988.198.834            900.759.210.428 
Properti investasi - setelah dikurangi 2m, 2p, 12
akumulasi penyusutan sebesar
Rp4.821.381.672 pada tahun 2017 dan
Rp4.639.632.667 pada tahun 2016            189.858.355.697                8.849.841.133 
Aset tetap - setelah dikurangi 2n, 2p, 13
akumulasi penyusutan sebesar
Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017 dan
Rp1.394.213.292.567 pada tahun 2016         4.637.926.530.908         3.750.634.523.627 
Aset tidak berwujud 2o, 14            202.775.204.132              80.451.824.082 
Aset pajak tangguhan 2t, 22d                3.018.574.652 
Aset tidak lancar lainnya 15              31.759.306.268              33.180.513.302 
Aset keuangan tidak lancar lainnya 16              15.764.186.140                1.706.175.878 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR         6.297.594.869.166         4.820.008.121.234 
TOTAL ASET         8.507.143.315.748         7.301.351.310.259 
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Catatan 31 Desember 2017 31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 2e, 17, 40c
Pihak berelasi            631.556.095.033            461.175.324.008 
Pihak ketiga            800.916.485.096            614.159.982.774 
Biaya yang masih harus dibayar 2e, 18            166.380.229.903            209.002.860.663 
Utang pajak 2t, 22b              48.077.542.635              35.955.877.699 
Utang bank jangka pendek 2e, 23a              10.571.780.774                                    - 
Bagian lancar liabilitas jangka panjang 2e, 23b              52.883.016.545              47.000.000.000 
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka 19            110.876.536.593              66.791.714.857 
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 20                1.782.961.739                                  -   
Liabilitas jangka pendek lainnya 21                    93.105.289              77.501.000.000 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK         1.823.137.753.607         1.511.586.760.001 
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank 2e, 23c            327.000.000.000              52.883.016.545 
Utang obligasi 2e, 24            996.601.217.455            995.770.735.699 
Liabilitas imbalan  kerja 2v, 25            194.888.043.417            153.649.951.025 
Liabilitas pajak tangguhan 2t, 22d              51.567.795.902              49.321.401.959 
Pendapatan diterima di muka jangka panjang 26            209.724.744.084            236.963.533.712 
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG         1.779.781.800.858         1.488.588.638.940 
JUMLAH LIABILITAS         3.602.919.554.465         3.000.175.398.941 
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal 27
Rp1.000.000 per saham
Modal dasar - 1.800.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh
1.700.000 saham pada 2017 dan 2016         1.700.000.000.000         1.700.000.000.000 
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan 2z, 28
statusnya (BPYBDS)            525.884.662.252            538.812.899.239 
Saldo laba:
Ditentukan penggunaanya         1.915.728.560.174         1.402.206.722.174 
Belum ditentukan penggunaannya            803.620.909.175            733.602.829.177 
Pengukuran kembali imbalan paska kerja 2v, 25          (127.153.177.428)          (114.903.276.811)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk         4.818.080.954.173         4.259.719.173.779 
Kepentingan non pengendali              86.142.807.110              41.456.737.539 
JUMLAH EKUITAS         4.904.223.761.283         4.301.175.911.318 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS         8.507.143.315.748         7.301.351.310.259 
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
2
Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017INDONESIA GATEWAYPELINDO 1 Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017 INDONESIA GATEWAY PELINDO 1
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
228 229
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Catatan 2017 2016
Pendapatan usaha 2q, 31, 40e         2.751.106.508.170         2.408.899.664.963 
Beban pokok 2q, 32       (1.353.233.450.038)       (1.111.604.486.594)
Beban pemasaran 2q, 33            (31.817.630.329)            (13.881.712.354)
Beban umum dan administrasi 2q, 34          (320.495.051.550)          (258.381.040.035)
Pendapatan (beban) non usaha - bersih 2q, 35            125.332.904.544              38.263.152.537 
LABA USAHA         1.170.893.280.797         1.063.295.578.517 
Beban keuangan 2q, 36          (100.799.481.838)            (69.785.045.067)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi
dan ventura bersama 2l, 2q, 10, 11, 37              (2.692.531.843)                2.335.831.300 
LABA SEBELUM PAJAK 
PENGHASILAN BADAN         1.067.401.267.116            995.846.364.750 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN BADAN
Kini 2t, 22c          (258.945.335.514)          (210.764.590.159)
Tangguhan 2t, 22d              (3.311.119.496)            (51.779.317.481)
LABA TAHUN BERJALAN            805.144.812.106            733.302.457.110 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi 
ke laba rugi
Pengukuran kembali program imbalan pasti            (12.249.900.617)              (7.185.195.724)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN            792.894.911.489            726.117.261.386 
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk            791.371.008.558            726.417.633.453 
Kepentingan non pengendali                1.523.902.931                 (300.372.067)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN            792.894.911.489            726.117.261.386 
LABA PER SAHAM DASAR 38                         465.512                         427.304 
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
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PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Perpajakan (lanjutan)














Laba sebelum pajak penghasilan
Dikurangi:
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak
Penyesuaian eliminasi konsolidasi
Beda temporer:
Beban manfaat karyawan bersih
Penyisihan piutang usaha
Beban amortisasi
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi
Beda tetap
Biaya yang tidak dapat dikurangkan
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final
Taksiran penghasilan kena pajak








Pajak Penghasilan Badan Kurang (Lebih) Bayar
22.
                         23.388.288 
Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah suatu perhitungan
yang dibuat untuk tujuan akuntansi pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
981.870.602.367                
               (207.192.462.962)
                 (11.639.931.083)
                   (2.335.831.300)
               (31.940.981.288)
             (197.543.972.760)
             (237.640.872.198)
                                       -   
                 (23.807.909.822)
               (183.384.553.140)
            1.031.366.227.794 
                24.904.891.570 
                  7.612.157.277 
                     173.067.817 
               (51.395.150.751)
               (18.705.034.087)
207.215.851.250                
            1.015.160.037.000 
25%
               130.888.903.836 
828.863.405.476                
828.863.405.000                
25%
               (38.736.027.210)
               253.790.009.250 
                  2.498.844.231 (38.647.106.594)                
            1.015.160.037.938 
                 (61.781.639.793)
                   (1.117.493.744)
                    4.521.919.113 
                 (55.982.875.873)
               (210.764.590.159)
                 (3.321.938.940)
             (262.256.455.010)
             (128.390.059.605)
(114.360.090.297)              
Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:
                  87.274.234.713 
               (125.921.341.307)
                995.846.364.750 
               (207.215.851.250)
                 (4.690.686.890)
                 (8.155.918.150)
                 (3.775.758.871)                    (2.051.416.133)
                 (3.311.119.496)                  (51.779.317.481)
             (258.945.335.514)
               (262.543.907.640)
               (260.492.491.507)
                   (3.548.738.909)
                  1.379.567.393                     1.497.322.776 
2017 2016
            1.073.424.193.944 
                 (5.155.326.264)
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
sebagai berikut:
2017 2016
                 (53.276.640.257)
             (253.790.009.250)
             (258.480.696.140)
                16.149.137.052 
 40
Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017INDONESIA GATEWAYPELINDO 1 Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017 INDONESIA GATEWAY PELINDO 1
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
268 269
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Beban Pokok
Rincian beban pokok per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Beban imbalan kerja (SDM operasional)
Beban imbalan pasca kerja (SDM oerasional)
Beban bahan pokok (kapal dan jasa kepelabuhan lain)
Beban pemeliharaan dan perbaikan (kapal dan fasar)
Beban sewa (kapal dan fasar kepelabuhanan)
Beban penyusutan properti investasi (fasar kepelabuhanan)
Beban penyusutan aset tetap (kapal dan fasar kepelabuhan)
Beban amortisasi ATB (fasar kepelabuhanan)
Beban asuransi (kapal dan fasar kepelabuhanan)
Beban KSMU (fasar kepelabuhanan)
Beban pajak dan retribusi (fasar kepelabuhan)
Beban Diklat dan Sertifikasi (SDM operasional)
Beban pakaian dinas/kerja (kapal dan fasar kepelabuhanan)
Beban keamanan dan keselamatan (kapal dan fasar)
Beban kesehatan (SDM operasional)
Beban perjalanan dinas
Beban konsultan/survei
Beban perencanaan pengembangan usaha
Beban provisi penurunan nilai piutang
Beban penagihan piutang
Beban penurunan nilai aset non keuangan
Beban denda, ganti rugi/klaim
Sumbangan dan beban sosial
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Beban administrasi perkantoran




Rincian beban pemasaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Beban kehumasan





                    7.576.043.897 
                  21.353.183.105 
                  13.826.152.862 
                       107.935.300 
                110.300.712.983 
                                         - 
                136.629.228.254 
                212.910.068.406 
               151.253.607.832 
               269.394.562.584 
                     856.812.163 
                  81.219.182.545 
                269.030.643.847 
                       321.261.308 
                190.375.972.454 
                  25.211.680.057 
                         30.210.000 
                       897.418.850 
                    7.772.053.809 
               103.785.973.804 
               320.632.700.111 
                     142.057.036 
               234.448.310.413 
                25.108.047.297 
                20.542.747.222 
               104.757.023.417 
                32.236.953.815 
                     203.751.985 
                     788.481.201 
                17.982.637.302 
                     948.263.742 
                       55.240.069 
                10.207.888.961 
                     198.241.691 
                  4.237.274.345 
                  7.623.749.488 
                     877.050.517 
                19.539.173.075 
                     535.670.105 
                  4.161.541.063 
                     331.622.250 
                21.768.653.950 
                         86.808.327 
                         16.100.000 
                    5.211.112.232 
                    1.081.347.398 
                                         - 
            1.353.233.450.038 
                       122.364.948 
                       748.770.500 
                       476.841.668 
                    6.327.343.523 
                                         - 
                  19.972.050.321 
             1.111.604.486.594 
                     615.414.600 
33.
2017 2016
                  2.445.441.294 
                21.602.713.589 
                  7.769.475.446 
                31.817.630.329 
                    2.037.917.164 
                  11.843.795.190 
                                         - 
                  13.881.712.354 
 57
Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017INDONESIA GATEWAYPELINDO 1 Laporan Tahunan 2017 | Annual Report 2017 INDONESIA GATEWAY PELINDO 1
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
Laporan Tahunan | Annual Report 
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Tahun 2017
284 285
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
34. Beban Umum dan Administrasi
Rincian beban umum dan administrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Beban imbalan kerja (SDM administrasi perkantoran)
Beban imbalan pasca kerja (SDM administrasi perkantoran)
Beban Direksi, Dewan Komisaris dan perangkat kerjanya
Beban bahan
Beban pemeliharaan dan perbaikan (non kapal dan fasar)
Beban sewa (non kapal dan fasar kepelabuhanan)
Beban penyusutan properti investasi (non fasar kepelabuhan)
Beban penyusutan aset tetap (non kapal dan fasar)
Beban amortisasi ATB (non fasar kepelabuhanan)
Beban asuransi (non kapal dan fasar kepelabuhan)
Beban pajak dan retribusi (non fasar kepelabuhanan)
Beban Diklat dan sertifikasi (non SDM operasional)
Beban pakaian dinas/kerja (non SDM operasional)
Beban kesehatan (non SDM operasi/checkup rutin)
Beban perjalanan dinas
Beban jasa konsultan dan audit
Beban perencanaan pengembangan usaha
Beban provisi penurunan nilai piutang
Beban penagihan piutang
Beban penurunan nilai aset non keuangan
Beban denda, ganti rugi/klaim (non denda pajak)
Sumbangan dan beban sosial




35. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih
Rincian pendapatan (beban) non usaha adalah sebagai berikut:
Pendapatan non usaha
Pendapatan denda/penalti
Pendapatan jasa giro (sebelum Pph. final)
Pendapatan sewa properti investasi lainnya
Pendapatan bunga deposito (sebelum Pph. final)
Pendapatan pembelian dokumen pengadaan
Pendapatan biaya materai yang ditagihkan
Laba penjualan aset tetap-tidak produktif
Pendapatan klaim asuransi
Laba (rugi) selisih kurs
Lainnya
Sub Jumlah Pendapatan Non Usaha
Beban Non Usaha
Beban pajak final dan administrasi bank
Amortisasi obligasi
Beban materai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Beban konsesi
Laba (rugi) selisih kurs
Lainnya
Sub Jumlah beban Non Usaha
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih
                                         - 
                  3.455.919.911                     4.103.693.329 
2017 2016
                    2.272.787.396 
               (138.443.548.652)
               125.332.904.544 
                     (224.750.502)
                     (415.240.878)
                                         - 
                 (22.149.931.864)
                 (38.399.885.988)
                  79.406.219.155 
                       246.201.897 
                                         - 
                       841.224.100 
                                         - 
               (39.809.290.808)
                  47.268.983.844 
                176.706.701.189 
                  42.567.591.468 
                 (23.881.245.814)
                 (1.023.346.318)
                 (1.875.053.374)
               (65.106.879.625)
                 (53.372.493.606)
                  38.263.152.537 
                 (1.312.259.105)
               (19.794.007.859)
                     937.991.669 
                46.701.189.425 
                    (462.440.405)
                    (830.481.756)
               190.439.784.169 
                     219.213.329 
                     516.804.000 
                  1.135.859.091 
                35.900.000.000 
                  3.499.185.966 
                       46.737.000 
                98.026.883.778 
2016
                10.091.622.774 
                     908.212.000 
                  2.050.235.932 
                11.948.498.740 
                  8.242.941.851 
                14.211.713.565 
                  3.054.675.404 
2017
               100.980.661.404 
                28.273.123.100 
                19.398.237.261 
                  2.042.693.256 
                  2.200.844.142 
                     198.217.081 
                       42.002.610 
                     474.904.170 
                         1.960.430 
                     636.679.400 
                12.651.873.160 
                  4.668.871.049 
                58.596.104.126 
               320.495.051.550 
                105.404.434.956 
                 (57.584.142.208)
                  19.701.637.583 
                    7.190.264.430 
                    5.198.997.167 
                    9.400.795.982 
                                         - 
                       692.059.835 
                    1.381.360.134 
                25.345.238.987 
                       39.691.969 
                  3.006.163.645 
                  2.675.391.587 
                  8.754.493.907 
                  12.936.660.958 
                    3.043.557.959 
                  51.217.988.099 
                    2.892.006.782 
                  20.535.439.387 
                  12.464.826.504 
                  13.126.093.865 
                  24.210.115.246 
                       936.388.160 
                                         - 
                    2.385.781.504 
                              900.000 
                       738.233.117 
                  10.029.954.894 
                    3.967.322.461 
                    8.510.364.220 
                258.381.041.035 
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PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
36. Beban Keuangan
Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:
Beban bunga pinjaman dan obligasi
Jumlah
37. Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Rincian akun ini adalah sebagai berikut:
PT Prima Terminal Petikemas
PT Prima Multi Terminal
PT Terminal Petikemas Indonesia
PT Prima Tangki Indonesia
Jumlah
38. Laba Per Saham Dasar
Saldo laba per saham dasar adalah sebagai berikut:
Laba usaha
Laba bersih
Laba usaha per lembar saham dasar
Laba bersih per lembar saham dasar
39. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing
Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
Aset















            1.598.131 
Mata Uang Ekuivalen Rp
               21.472.481.485 
2016
          20.628.818              277.168.803.389 
USD             1.084.693                14.573.933.300 
USD
          21.713.511              291.742.736.689 
2016
Mata Uang Ekuivalen RpAsing
                    352.303.036 
USD             1.494.833                20.084.572.697 
Rp
                 25.993 
USD                103.298                  1.387.908.788 
                 25.993 
Asing
                    352.303.036 USD
          12.696.496 
Asing
Mata Uang Ekuivalen




          11.721.066 
Mata Uang
             1.063.295.578.517 
                726.417.633.453 
                              625.468 
                              427.304 
2017
                            688.761 
RpEkuivalen
             158.867.322.737 
               13.220.986.537                975.431 
                            465.512 
2017 2016
            1.170.893.280.796 
               791.371.008.558 
                    (978.961.210)
                       57.440.961 
                 (2.692.531.843)
                     (636.078.724)
                     (426.160.376)
                    2.335.831.300 
               100.799.481.838                   69.785.045.067 
2017 2016
                 (4.125.598.699)
                  2.354.587.105 
                     (412.090.320)
                    3.810.160.720 
                  69.785.045.067                100.799.481.838 
2017 2016
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